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Utang Proyek Rp 17,2 M Belum Tuntas

Tunggu
Pemeriksaan BPK

KOTA MANNA - Polemik
- utang proyek senilai Rp
17,2 miliar tahun 2017 be-
lum juga tuntas. Kontraktor
sampai saat ini belum me-
nerima pembayaran atas
pekerjaan paket proyek
yang anggaran awalnya

negaskan bahwa kontrak-
tor menuntut pembayaran
pekerjaan mereka tahun
lalu kepada Pemkab BS.
Lantaran kontraktor hanya
tahu jika pekerjaan mer-
eka selesai, maka sudah
seharusnya para kontrak-
tor mendapatkan hak atas
pekerjaan tersebut.

“Kami tidak tahu sumber
uangnya dari Pemprov

dari bantuan keuangan
provinsi. Sementara Pem-
kab Bengkulu Selatan (BS)
masih akan berkoordinasi
dengan Aparat Penegak
Hulkum (APH) terkait pen-
ganggaran.

“Tergantung hasil peme-
riksaan BPK. Uang siapa
kabupaten atau provinsi?”
ujar Sekda Provinsi, No-
pian Andusti, SE, MT saat

atau dari mana. Yang kami
tahu kontrak di Pemkab
artinya itu tanggung jawab
Pemkab. Juga sebelumnya
bupati, ketua DPRD sudah
membuat pernyataan ber-
sedia membayar dalam
APBD-P’ tukas Hendra.
Hendra kembali mengin-
gatkan agar pada saat pem-
bahasan APBD Perubahan,
pembayaran utang Pemkab

diminta tanggapan terkait
polemikbantuankeuangan
dari Pemprov Bengkulu ke
Kabupaten BS, kemarin
(26/6).

Bila hasil pemeriksaan
BPK bahwa pekerjaan
proyek tersebut merupa-
kan utang provinsi maka
Pemprov siap membayar
pekerjaan para kontrak-
tor ini. Sebaliknya kalau

ke kontraktor dapat dipri-

oritaskan dan dianggarkan.

menurut BPK itu meru-
pakan utang kabupaten
maka Pemkab BS yang
harus membayarnya. “Kita
tunggu hasil pemeriksaan
BPK dulu,” terang Nopian
usai menghadiri pelanti-
kan Penjabat Sekda BS di
Gedung Repitaloka Kantor
Bupati BS.

Terpisah perwakilan kon-
traktor, Hendra Lapino me-

Supaya ada kepastian hak .

Ppara kontraktor BS ini diba-

yarkan dalam tahun ini.

“ﬁtaw

kan tahun ini, dianggarkan
dalam APBD-P Kabupaten
BS. Itu hak kita kontraktor,
dan kita juga perlu mem-
bayar utang,” tandasnya.
(key)




